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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi

publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya

penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif,

efisien, akuntabel, dan dapat

dipertanggungjawabkan di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kaur, maka diperlukan

media informasi melalui Aplikasi e-PPID yang

dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Publik (PPID);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kaur tentang Penetapan Operator

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kaur Tahun 2023;
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Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Layanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5316);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
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Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan

dan Pelayanan Informasi Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
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Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (BeritaNegara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR TENTANG PENETAPAN OPERATOR

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KAUR TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama tersebut dibawah ini

sebagai Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kaur Tahun 2023 atas nama :

Nama : AHMAD SEPTIAN DARARI

NIP : 19950913202421 1 024

Nomor HP : 085138546018

Email : kaurppid@gmail.com

mailto:kaurppid@gmail.com
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Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat

SATRIADI YUNANDAR

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya

harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan

Pada Tanggal 28 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR,

ttd.

RUSDAN TAFSIRI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu;

2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur di Bintuhan;

3. Arsip.


